BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 48
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor

35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan amanat Diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2818/SJ dan
117/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19
serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melaksanakan
penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja
daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bektas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (L:mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 7Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Te hun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RKepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 3C Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lemktaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganar Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inidonesia Noror 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4£02) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomo: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badai Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahur 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembiaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaharan Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan [nsentif Pernungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
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Peraturan Pemerintah Nomcr 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomo- 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inionesia Nomor 604 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara R:publik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Ne;zara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomo:- 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan 'Newenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomo- 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembsran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lzmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 33);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID 19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) sebagai Bencana Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Nzgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Ketangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah dengan 2eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahin 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuzsn Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dae-ah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744)

sebagaimana telah diubah d:ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Talhun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuiangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam VNegeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan tert b Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam N:geri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggeéran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam N:geri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corcna Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangen Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran
2020 dalam rangka Penangjzulangan Corona Virus Disease 2019
(COVID 19);

Peraturan Menteri Keuangen Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau  Menghadapi Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional
Kesehatan dalam rangka Percegahan dan/atau Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID 19);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020
tentang Pemanfaatan Dana A okasi Khusus Bidang Kesechatan Untuk
Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid- 19 Tahun Anggaran 2020,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.7/2020 tentang
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Fisik Kesehatan dan
Bantuan Operasional Keschatan Dalam Rangka Pencegahan
dan/atau Penanganaan Coror.a Virus Disease 2019 (Covid-19);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Nomor 119/2818/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19
serta Pengamanan Daya 3eli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 79);



Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerai: Kabupaten Karawang Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kaltupaten Karawang Tahun 2019 Nomor

59.
Nomor 14);
60.
Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
61.
17);
62.

Peraturan Bupati Karawanz Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019
Nomor 48) sebagaimana telal. diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Karawanz Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pencdapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI KARAWANGG NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Fasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 20:20 semula berjumlah Rp. 4.549.747.799.016,00
Berkurang sejumlah Rp.271.346.749.973,( 0 sehingga menjadi  Rp. 4.278.401.049.043,00
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202C semula berjumlah Rp. 4.602.810.420.991,00
Bertambah sejumlah Rp.271.346.749.973,)0 sehingga menjadi  Rp. 4.331.463.671.018,00
Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 088.311.974.192 ,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.966.308.237.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 1.323.780.837.851,00 (+)
Jumlah Pendapatan Rp. 4.766.549.622.164,00
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 1.610.692.224.628,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 161.414.270.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 62.059.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 79.628.553.053 ,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 532.929.001.650 ,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 162.000.000.000,00 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.608.723.049.831,00



b.  Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 207.589.749.220,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.151.891.666.586,50
3) Belanja Modal Rp. 363.259.205.380,50,00 (+)
Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.722.740.621.187,00
Jumlah Belanja Rp. 4.331.463.671.018,00
Surplus/(Defisit) Rp. (53.062.621.975,00)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 70.462.621.975,00
b. Pengeluaran Rp. 17.400.000.000,00 ( -)
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 53.062.621.975,00
Sisa lebih Pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiranl Ringkasan Penjajaran APBD;

2. Lampiran Il Ringkasan Perjabaran APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Kelompok Jenis Obyek, Rincian Obyek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan,

3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang
diterima;

4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial yang diter ma.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai den zan ketentuan perundang-undangan.



Pusal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pe¢nempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

al a3 April 2020

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 23 Apwil 2020

S
"~ ~"ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR: g3



